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ABSTRAK 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN 

KERJA SECARA SEPIHAK 
(Studi Putusan No. 152/Pdt. Sus-PHI/2018/PN.mdn) 

 
Oleh: 

NOR HAFIZHJAH 
NPM: 16 840 0130 

 
Pemutusan hubungan kerja antara buruh dengan majikan (pengusaha) 

lazimnya dikenal dengan istilah PHK dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu 
tertentu yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula 
terjadi karena adanya perselisihan antara buruh dan majikan (pengusaha), 
meninggalnya buruh atau karena sebab lainnya. Adapun yang dimaksud dengan 
pemutusan hubungan kerja menurut F.X. Djumialdji, adalah pengakhiran 
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak 
dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Tentang 
Pemutusan hubungan kerja, Hak dan kewajiba pekerja dan tata cara Penyelesaian 
Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis  Normatif yaitu metode 
penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data 
sekunder sepertiperaturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori 
hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Selain itu saya juga 
mengambil dari beberapa data lainnya yakni,Data Primer yaitu sumber data yang 
diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber 
yaitu Mengenai penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja secara sepihak 
ditempat penelitian. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data 
sekunder yang didapat dari kamus hukum.Dalam hal ini peneliti langsung 
melakukan penelitian ke pengadilan Negeri medan dengan melakukan wawancara 
sesuai putusan Nomor 152/ Pdt. Sus-PHI/2018/PN.mdn. 

Hasil penelitian ini adalah Hak Pekerja/buruh Hak adalah segala sesuatu 
yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan dari 
dalam kandungan sekalipun. Hak-hak pekerja/buruh selalu melekat pada setiap 
orang yang bekerja dengan menerima gaji. Karena pekerjaannya. Semua hak dan 
kewajiban pekerja tercantum jelas Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai 
kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c.  

Penyelesaian perkara dalam pemutusan hubungan kerja berdasarkan 
pengadilan hubungan industrial Dilakukan dengan menggunakan cara yang 
pertama diluar pengadilan (nonlitigasi) dan yang kedua melalui PHI (litigasi). Di 
luar pengadilan (nonlitigasi) diantaranya: Perundingan secara bipartit, 
perundingan secara tripartite. Dan proses penyelesaian dibatasi dengan waktu 50 
(lima puluh) hari kerja jika lebih maka dianggap putus atau selesai. 

 
Kata Kunci: Pekerja, Perusahaan, Pemutusan hubungan kerja. 
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ABSTRACT 
JURIDICIC REVIEW OF DECISION OF PARTNERSHIP WORKING 

RELATIONSHIPS 
(Study of Decision Number: 152 / Pdt. Sus-PHI/2018/PN.mdn) 

By: 
NOR HAFIZHJAH 
NPM: 16.840.0130 

 
 
 Termination of work relations between workers and employers 
(entrepreneurs), commonly known as layoffs, can occur due to the expiration of a 
certain period that has been previously agreed or agreed upon and can also occur 
because of a dispute between the worker and the employer (entrepreneur), the 
death of the worker or for other reasons. As for what is meant by termination of 
employment according to F.X. Djumialdji, is the termination of a work 
relationship because of certain things that result in the termination of rights and 
obligations between workers or laborers and entrepreneurs. 
 The problem in this research is how to regulate employment termination, 
workers' rights and responsibilities and procedures for Termination of 
Employment Dispute Resolution. 
 The research method used is juridical normative, which is a research 
method that examines the study of documents, namely using a variety of 
secondary data such as regulations, legislation, court decisions, legal theory and 
it can also be the opinion of scholars. Apart from that, I also took some other 
data, namely, Primary Data, which is the source of data obtained directly by 
asking questions to sources, namely regarding the settlement of cases of unilateral 
termination of employment at the research site. Tertiary data is a collection of 
primary data and secondary data obtained from a legal dictionary. In this case 
the researcher directly conducts research at the Medan District Court by 
conducting interviews in accordance with the decision Number 152 / Pdt. Sus-PHI 
/ 2018 / PN.mdn. 
 The results of this research are Worker Rights / labor rights. Rights are 
everything that must be obtained by everyone who has been there since birth, even 
from the womb. Workers / laborers rights are always attached to everyone who 
works for a salary. Because of his job. All rights and obligations of workers are 
clearly stated in the Civil Code, the provisions regarding the obligations of 
laborers / workers are regulated in Articles 1603, 1603a, 1603b, and 1603c. 
 Settlement of cases in term of employment based on industrial relations 
courts is carried out using the first method outside the court (non-litigation) and 
the second through the PHI (litigation). Outside the court (non-litigation) include: 
Bipartite negotiations, tripartite negotiations. And the settlement process is 
limited to 50 (fifty) working days if more then it is considered broken or finished. 

 
Keywords: Workers, Corporations, Termination of employment. 
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perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan 

berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat 

juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (studi 

putusan No. 152/Pdt. Sus-PHI/2018/PN.mdn)”. 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan 

Area. Skripsi ini menggambarkan pemutusan  hubungan  kerja secara sepihak.  

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan 

rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Lisda sari Nasution 

dan Ayah Selamat Herry Hantoro yang telah memberikan pandangan kepada 

penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka 

tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan 

semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan 

bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada 

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 
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Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan manusia lain, tanpa itu manusia 

tidak akan bisa bertahan hidup lama. Sebagai contoh untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya seseorang berjualan, dalam berjualan manusia butuh orang lain, supaya 

dagangannya dibeli dan menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya, Begitu juga sebaliknya seseorang butuh penjual untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupannya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

melakukan suatu pekerjaan, dalam bekerja kita butuh suatu peristiwa yang 

melibatkan orang lain untuk berinteraksi agar dapat memberiakan hasil berupa 

uang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. 

Manusia dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya akan menimbulkan 

suatu peristiwa dalam masyarakat, yang akibatnya diatur oleh hukum itulah yang 

disebut sebagai peristiwa hukum. Dalam  negara kita semua diatur berdasarkan 

hukum hal itu konsekuensi dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang 

berbunyi:1 ”Negara Indonesia adalah negara hukum” 

Isi pasal tersebut menurut penafsirannya adalah semua tindakan atau 

peristiwa dapat dihukum, jika ada aturan hukum yang mengaturnya. hal tersebut 

dalam asas hukum berbunyi nullum delictum noela poena sine praevia lege 

poenali sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa yang berkuasa di negara 

Indonesia ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, 

                                                           
1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 
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bukan dari siapa yang kuat itu yang menang dan benar. Hukum akan berbicara 

untuk menentukan siapa yang benar, karena hukum dibuat untuk mengatur norma-

norma kehidupan seseorang dalam bermasyarakat.  

Dalam berinteraksi dimasyarakat akan timbul yang namanya suatu 

peristiwa hukum yang dilakukan antara subjek hukum satu atau lebih dengan 

subjek hukum satu atau lebih lainnya, istilah subjek hukum berasal dari 

terjemahan rechtsubjek atau law of subject  Pada umumnya rechtsubjeck diartikan 

sebagai, pendukung hak dan kewajiban subjek.2 Hukum mempunyai kedudukan 

peranan yang sangat penting di dalam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, khususnya masuk 

dalam hukum keperdataan. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yang pertama 

yaitu manusia (naturalijk person) dimana mempunyai hak sejak dilahirkan, 

namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk 

melakukan perbuatan hukum, hanya orang yang telah dewasa berumur 21 tahun 

dan yang sudah kawin,dan yang kedua badan hukum (recht person) Dalam 

hubungan antara recht person dan naturalik person di era modern seperti ini tidak 

bisa dihindari, contohnya pada perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia, 

akan berdampak pada salah satunya kerjasama di bidang pekerjaan. Akan muncul 

dimana sebuah hubungan hukum antara badan hukum (perusahaan) sebagai 

majikan dan manusia sebagai karyawan atau pekerja, yang mengikatkan dirinya 

dalam suatu perjanjian kerja sehingga menyebabkan adanya hubungan kerja 

diantar keduanya. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian 

                                                           
2 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta. Sinar Grafika, 2001, Hlm. 23 
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antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiiban para pihak. Sebagai suatu Undang-undang 

yang tujuannya memberikan perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan pekerja dan keluarga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan memberikan panduan mengenai perjanjian kerja.3 Jika 

berbicara mengenai perjanjian. Pada umumnya pengertian perjanjian diatur oleh 

KUH perdata pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih lainnya”. 

Dalam hal ini perjanjian juga terjadi terhadap para pekerja, yang mana 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara dua pihak yaitu buruh dengan majikan, 

perjanjian ini ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang 

diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (Dierstverhanding) yaitu 

suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan 

perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).4 

Perjanjian kerja yang didasarkan pada pengertian Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya 

tertulis atau lisan, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau 

tidak. sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 

1997 tentang Ketenagakerjaan.  Mengenai bentuk perjanjian kerja pada 

ketentuannya diatur berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :  

1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;  

                                                           
3 R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan, Bandung, Pustaka Setia, 2013, Hlm. 110.  
4R.Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, Hlm 63 
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2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Secara normatif perjanjian kerja bentuk tertulis menjamin kepastian hak 

dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat 

membantu dalam proses pembuktian. Namun pada dasarnya tidak dapat 

dipungkiri masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membuat 

perjanjian kerja secara tertulis yang disebabkan karena ketidakmampuan sumber 

daya manusia (SDM) maupun karena kelaziman, sehingga atas dasar kepercayaan 

membuat perjanjian kerja secara lisan. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Perjanjian kerja yang 

dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :  

a) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;  

b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;  

c) Jabatan atau jenis pekerjaan;  

d) Tempat pekerjaan;  

e) Besarnya upah dan cara pembayarannya;  

f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh;  

g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;  

h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan  

i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.  

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menentukan bahwa dalam perjanjian kerja sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. Ketentuan isi dari pasal tersebut memberikan arti bahwa yang dimaksud 

dengan tidak boleh bertentangan dalam ayat ini apabila di perusahaan telah ada 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka isi perjanjian kerja baik 

kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan. 

Perjanjian kerja Sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ketenagakerjaan tersebut termasuk dalam bagian dari perjanjian pada umumnya, 

maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

diatur dalam pasl 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Ketentuan 

ini juga tertuang dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas 

dasar : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak. 

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang 

mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan 

perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, setia-sekata mengenai hal-hal yang 

diperjanjkan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang 

lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak 

pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.  

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian 

maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. 
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Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah 

cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur 

minimal 18 tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan). Selain itu seseorang dikatakan cakap membuat 

perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau waras.  

c. Adanya dijanjkan. pekerjaan yang di perjanjikan 

Maksudnya ialah, setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah 

memiliki kemmpuan serta kecakapan maka, dalam perjanjian kerja tersebut 

harus ada pekerjaan yang diperjanjikan. Misalnya menjanjikan pekerjaan 

sebagai seorang direktur disuatu perusahaan. 

d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5 

Maka jika pekerja melakukan pelanggaran peraturan kerja dapat dikatakan 

sebagai sebuah tindakan wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika ada pihak yang 

tidak melakukan isi perjanjian, pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Kata 

wanprestasi berasal dari bahasa belanda  yang berarti prestasi yang buruk. 

Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:6 

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.  

2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.  

3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.  

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.  

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja untuk waktu 
                                                           

5Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
6Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1996, Hlm. 19.  
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tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat 

atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 7 

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya.  

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu 

lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.  

c. Pekerjaan yang bersifat musiman.  

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

Bahwa dalam perjanjian kerja yang diperjanjikan, saat sudah terjadi 

perjanjian maka salah satu pihak akan menjadi tenaga kerja dan / ketenagakerjaan. 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di 

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 8  Sedangkan Ketenagakerjaan adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.  Pada 

dasarnya ketenagakerjaan dapat diklasifikasikan minimal menjadi tiga macam 

yakni tenaga kerja terdidik (skill labour), tenaga kerja terlatih (trainer labour), 

tenaga kerja tidak terlatih (unskill labour) yaitu : 

1. Tenaga kerja terdidik (skill labour) 

Tenaga kerja terdidik (skill labour) adalah tenaga kerja yang pernah 

memperoleh pendidikan formal dalam bidang tertentu tetapi mereka belum 

pernah dilatih dalam bidang tersebut. 

                                                           
7Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 
8  Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 
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2. Tenaga kerja Terlatih (trained labour) 

Yang dimaksud tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah bekerja 

dan pernah mengikuti latihan sesuai dengan bidangnya, misalnya seorang 

yang telah menamatkan studinya dalam bidang akuntansi, maka mereka dapat 

digolongkan sebagai tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini dapat 

disamakan dengan tenaga kerja yang sudah berpengalaman. 

3. Tenaga kerja tidak terlatih (unskill labour) 

Yang dimaksud tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja di luar tenaga 

kerja terdidik dan juga tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja tidak terlatih ini 

merupakan bagian terbesar dari seluruh tenaga kerja yang ada. Mereka 

umumnya hanya mengenyam pendidikan formal pada tataran tingkat bawah 

dan tidak mempunyai keahlian yang memadai karena memang belum ada 

pengalaman kerja, sehingga pekerjaan yang dikerjakannya pun umumnya 

tidak memerlukan keahlian secara spesifik. Misalnya seorang pelajar (Tingkat 

Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah, Tingkat Sekolah Lanjutan Atas) 

droup out, maka mereka dapat digolongkan pada tenaga kerja tidak terlatih.9 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan 

meliputi kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan 

industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja. 

Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, 

seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga.10 

                                                           
9  https://www.zonasiswa.com/2014/12/ketenagakerjaan-pengertian-klasifikasi.html  

Diakses 23 juli 2020 Pukul: 13.00 Wib 
10  Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 
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pekerja kehilangan mata pencaharian yang berarti pula permulaan masa 

pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan 

ketentraman hidup tenaga kerja, seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja. 

Akan tetapi dalam kenyataannya membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja 

tidak dapat dicegah seluruhnya.11 

Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan 

sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah 

tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan 

pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. 

Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:  

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum,  

b. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan pembangunan nasional,  

c. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraannya, dan 

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat 

menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja 

dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. 

Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari 

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran 

                                                           
11 Umar kasim. Hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja, Informasi hukum Vol.2 
Tahun 2004. Hlm. 26  

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



  

10 
 

dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam mencapai 

tujuan.  

Dalam Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai 

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 

pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya 

dalam penbangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.12 Perlindungan terhadap tenaga 

kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk 

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. 

Perselisihan antara pengusaha dan buruh / pekerja kerap terjadi dalam 

dunia ketenagakerjaan di tanah air. Seperti halnya kasus konflik perburuhan, 

kekerasan, penipuan, pemecatan yang semena-mena, upah yang tidak sesuai 

standar, semakin hari semakin kompleks. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

masih banyaknya pihak yang belum mengerti tentang hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang mereka miliki dalam suatu perjanjian kerja yang notabene adalah 

suatu perikatan hukum.  

Sehingga masih banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh pengusaha 

yang memaksakan kehendaknya pada pihak pekerja dengan mendiktekan 

perjanjian kerja tersebut pada pekerjanya. Di satu sisi pengusaha masih melihat 

                                                           
12  Lalu Husni, Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia. Raja Grafindo Persada. 

Jakarta. 2007. Hlm. 21 
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pihak pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah. Sementara itu pihak buruh / 

pekerja sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya.  

Dengan kata lain, pihak buruh/ pekerja turut saja terhadap peraturan yang 

diberikan oleh pihak pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerja sama yang 

baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan buruh/pekerja 

masing-masing saling membutuhkan. Pengertian Umum Perjanjian / persetujuan 

kerja adalah suatu persetujuan antara pekerja / karyawan / buruh atau pemborong / 

penerima kerja sebagai “pihak pertama”, mengikat diri untuk menyerahkan 

tenaganya kepada yang menyuruh melakukan kerja atau memberi borongan 

sebagai “pihak kedua’, guna mendapatkan upah selama jangka “waktu tertentu”.13 

Sedangkan Pengertian Persetujuan Kerja menurut Pasal 1601 d BW 

Persetujuan untuk melakukan suatu atau lebih pekerjaan. Cara membuat 

persetujuan kerja adalah bebas, boleh secara lisan atau tertulis. Apabila 

persetujuan kerja tersebut dibuat secara tertulis, segala biaya pembuatan akte dan 

perongkosan lain, ditanggung oleh pihak majikan.14 Perjanjian kerja merupakan 

dasar terjadinya hubungan kerja.  

Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa hubungan kerja 

terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. 

Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

Pekerja, Upah dan Perintah sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1601 a 

KUH Perdata. sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni 

mengenai perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan 

                                                           
13 M. Yahya harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian,  Bandung: Alumni, 1986,Hlm. 6.  
14 Ibid, Hlm. 7.  
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perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap 

perjanjian kerja berlaku ketentuan umum.  

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa, karena para pihak 

tidak dapat menentukan sendiri keinginan dalam perjanjian sebagaimana layaknya 

dalam hukum perikatan dikenal dengan istilah “kebebasan berkontrak“ yang 

tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdata. Dengan adanya perjanjian kerja, para 

pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut 

hubungan kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian 

kerja berlaku hukum perburuhan.  

Isi dari perjanjian hubungan kerja tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memaksa ataupun yang  

bertentangan dengan tata susila yang berlaku dalam masyarakat, ataupun 

ketertiban umum. Bila hal tersebut sampai terjadi maka perjanjian kerja tersebut 

dianggap tidak sah dan batal.Perjanjian kerja memegang peranan penting dan 

merupakan sarana untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik dalam praktek 

sehari-hari, maka perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku bagi pekerja dan 

pengusaha yang mengadakan perjanjian kerja. 

Dengan adanya perjanjian kerja, pengusaha harus mampu memberikan 

pengarahan/penempatan kerja sehubungan dengan adanya kewajiban 

mengusahakan pekerjaan atau menyediakan pekerjaan, yang tak lain untuk 

mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Perjanjian diartikan sebagai suatu 

perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu 
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pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal berhak 

menuntut pelaksanaan janji itu.15 

Berdasarkan putusan No 152/Pdt.Sus –PHI/2018/PN.Mdn telah terjadi 

perkara Evready panjaitan, beralamat di jalan tarutung-sipirok KM 31, Desa 

Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Melawan 

Hyuandai Engineering and Construction Co. Ltd Sarulla Power Plant Project, 

beralamat di Jalan Tarutung – Sipirok KM 31, Desa Silangkitang, Kecamatan 

Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. 

Bahwa Penggugat adalah tenaga kerja pada Tergugat dengan jabatan 

adalah sebagai welder sejak april 2016 sampai dengan oktober 2017 dengan 

demikian masa waktu kerja permohonan adalah 2 (dua) tahun dan penggugat 

menerima upah per bulannya dari tergugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 

(Sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan tergugat kepada penggugat setiap akhir 

bulan yakni pada setiap tanggal 28 per bulannya. Dengan demikian hubungan 

hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja antara 

pengusaha/Tergugat dengan tenaga kerja/Penggugat yang di dalamnya terdapat 

unsur pekerjaan, upah,dan perintah secara terus menerus. 

Bahwa sejak penggugat bekerja di pada Tergugat, Penggugat langsung 

diangkat menjadi karyawan bahwa selama penggugat menjadi karyawan pada 

Tergugat. Penggugat adalah karyawan yang baik,ulet,patuh tanggung jawab dan 

rasa memiliki terhadap perusahaan Tergugat. Buktinya hingga penggugat 

diberhentikan tanpa alasan yang tidak berdasarkan hukum dari perusahaan 

Tergugat, penggugat telah bekerja di perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 

                                                           
15 R.Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju. 2000.  

Hlm 2 
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(dua) tahun serta selama penggugat bekerja di perusahaan tersebut Penggugat 

belum pernah melakukan pelanggaran ketentuan yang di atur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja sama. 

Bahwa ternyata tergugat telah memberitahukan penggugat, terhitung sejak 

tanggal 12 oktober 2017, Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja 

dengan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal tanpa 

pemberitahuan serta peringatan I,II dan III. Bahwa terhitung sejak surat 

pemutusan hubungan kerja dari Tergugat tertanggal 12 oktober 2017 dengan surat 

nomor : 1017/IPON-HRD/X/2017 tersebut, maka sejak saat itu penggugat tidak 

menerima upah/gaji lagi dari Tergugat sampai Penggugat mengajukan Gugatan ini 

pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan. 

Bahwa karena Tergugat adalah badan hukum yang telah memperkerjakan 

penggugat sealama 2 tahun, maka dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk 

membayar secara keseluruhan hak hak penggugat akibat pemutusan kerja yang di 

lakukan oleh Tergugat secara sepihak dan melawan hukum yaitu sebesar Rp. 

147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 

sebagaimana tersebut di atas, membayar upah/gaji penggugat selama dalam proses 

sampai perkara ini di putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap secara terang 

dan tunai kepada Penggugat. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK 

(STUDI PUTUSAN NO. 152/Pdt. Sus - Phi/2018/ PN.Mdn)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam permasalahan tentang ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja 

secara sepihak adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hak dan kewajiban pekerja dalam hubungan kerja ? 

2. Bagaimana Penyelesaian perkara dalam pemutusan hubungan kerja 

berdasarkan pengadilan hubungan industrial? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka 

tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban pekerja dalam hubungan 

kerja berdasarkan putusan nomor 152/Pdt. Sus-PHI/2018/PN.mdn. 

2. Untuk mengetahui Penyelesaian perkara dalam pemutusan hubungan kerja 

berdasarkan pengadilan hubungan industrial.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini 

antara lain : 

1. Secara Teoritis 

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses 

pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. 

Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang 

sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana 

sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil 
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penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk 

melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya 

mengenai pemutusan hubungan kerja serta hak dan kewajiban buruh di dalam 

suatu hubungan kerja tersebut. 

2. Secara Praktis 

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga 

sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang 

hukum yang terkait yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama 

pekerja/tenaga kerja agar lebih berhati-hati dalam melakaukan 

pekerjaan atau Perjanjian kerja terhadap suatu perusahaan agar tidak 

terjadi ketidakadilan bagi setiap pekerja yang melakukan pekerjaan. 

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan 

akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum 

keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan hubungan kerja antara 

pekerja dengan perusahaan/majikan. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap 

benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan 

peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Hak dan kewajiban pekerja dalam hubungan kerja berdasarkan putusan nomor 

152/Pdt. Sus-PHI/2018/PN.mdn adalah Hak-hak pekerja/buruh selalu melekat 

pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji. Karena pekerjaannya. 

dibawah perintah orang pemberi kerja maka seorang pekerja perlu 

memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari 

orang yang membayar gajinya. Hak pekerja/buruh tersebut muncul secara 

bersamaan ketika si pekerja/buruh mengikat dirinya pada si majikan untuk 

melakukan suatu pekerjaan. 

2. Penyelesaian perkara dalam pemutusan hubungan kerja berdasarkan 

pengadilan hubungan industrial adalah dilakukan melalui 2 jalur yaitu non 

litigasi dan litigasi. diantaranya: Perundingan secara bipartit, perundingan 

secara tripartite. Tripartite merupakan perundingan yang melibatkan pihak 

ketiga yang netral yaitu mediator, konsiliator dan arbiter. Upaya penyelesaian 

secara tripartit ini baru dapat dilakukan apabila usaha bipartit telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara 

pemilik modal dengan buruh. Namun seringkali perusahaan melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja yang diatur pada Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU 

Ketenagakerjaan) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

KEP/100/MEN/VI/2004.  

Hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat dua macam perjanjian 

kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut dengan PKWT) 

dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut dengan PKWTT). 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  

KEP/100/MEN/VI/2004 Pasal 1 ayat 1, PKWT adalah perjanjian kerja antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu 

tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Pasal 1 ayat 2, PKWTT adalah perjanjian 

kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 

yang bersifat tetap. 

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, 

perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang 

diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (dienstverhoeding), yaitu 
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suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan 

perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (buruh).16 

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjan 

Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 

menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak.17 

Pasal 1601a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu pekerja, 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu 

majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”. 

Selain pengertian normatif seperti tersebut di atas, Imam Soepomo 

berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu 

(pekerja), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak 

kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh 

dengan membayar upah.18 Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya 

suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 

a. Kesepakatan antara kedua belah pihak 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  

c. Sesuatu hal tertentu, dalam hal ini untuk menerima karyawan atau 

memperkerjakan karyawan. 

d. Sesuatu sebab atau hal yang diwenangka  

                                                           
16 R.Subekti, Op Cit, Hlm. 63  
17 Djumialdji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,Hlm 7 
18 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2010, Hlm 53 
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Perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Tiga unsur inilah yang 

membedakan antara hubungan kerja di satu sisi dengan hubungan huku m di sisi 

lainnya. Hubungan hukum yang dilekati 3 (tiga) unsur ini merupakan hubungan 

kerja, yaitu sebagai berikut:19 

1. Pekerjaan 

Jenis, ruang lingkup, dan keluasan pekerjaan amat beragam. Oleh karena itu, 

bisa dimengerti kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak merinci 

makna pekerjaan. Politik hukum seperti ini dimaksudkan agar undang-undang 

tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-undang hanya 

menentukan jika perjanjian kerja disebut secara tertulis, maka harus dimuat: 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. 

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan. 

d. Tempat pekerjaan. 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya. 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja. 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja  

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.  

                                                           
19 Abdul R. Budi ono, 2011, Hukum Perburuhan, PT Indeks, Jakarta, Hlm. 28 
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Adanya syarat dalam huruf f, yaitu tentang syarat-syarat kerja yang 

memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja memperjelas sesuatu yang 

harus dilakukan atau dikerjakan oleh pekerja. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh 

pekerja berarti kewajiban pekerja untuk kepentingan pengusaha, dalam arti 

sempit, sesuai dengan perjanjian kerja adalah pekerjaan. Di dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata pekerjaan dipadankan dengan tugas kewajiban.20 

Sementara itu kata ini diartikan sebagai barang apa yang dilakukan 

(diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya). 21 Jika makna ini yang diikuti, maka 

pekerjaan merupakan sesuatu yang dikerjakan yang merupakan tugas atau 

kewajiban. Makna ini tidak jauh berbeda dengan makna yang diberikan oleh 

Oxford Advanced Learnens. Kamus ini memaknai job sebagai a particular piece 

of work; a task; a responsibility, duty or function.22 

Makna atau batasan menurut kamus-kamus tersebut dapat digunakan 

sebagai pedoman, walaupun tidak mengikat secara hukum. Di dalam berbagai 

kasus, dengan menggunakan berbagai macam metode menemukan hukum, hakim 

atau penegak hukum lainnya akan dapat memberikan makna pada kata pekerjaan. 

2. Upah 

Menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 upah 

adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

                                                           
20  W.J.S. Poerwadarminta,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

2004,Hlm. 428  
21 Ibid, Hlm 429  
22 A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary , Oxford: Oxford University Press, 

1995,Hlm. 639 
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perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas 

suatu.  

Pekerjaan dan/atau jasa yang telah/akan dilakukan. Penerima upah adalah 

pekerja. Pembayar upah adalah pengusaha/pemberi kerja. Aturan hukum 

dibayarkannya upah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan. Mengenai perjanjian kerja dan peraturan perundang-

undangan memang sudah semestinya. Upah dapat didasarkan pada perjanjian 

kerja sepanjang ketentuan upah di dalam perjanjian kerja tersebut tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ternyata ketentuan upah 

di dalam perjanjian kerja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

maka yang berlaku adalah ketentuan upah di dalam peraturan perundang-

undangan.  

Berbeda dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan 

sebagai dasar pembayaran upah adalah kesepakatan. Menurut peraturan 

perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor l3 Tahun 2003, 

kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Apa pun alasannya, 

perjanjian mengenai upah tersebut, besarnya upa h tidak boleh lebih rendah atau 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan ini dilanggar, 

sanksinya adalah kebatalan (batal demi hukum). 

 

3. Perintah 

Baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun peraturan 

perundang-undangan sebelumnya tidak memberikan batasan atau definisi 

mengenai perintah. Secara leksikal perintah berarti merupakan: 
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a) Perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu  

b) Aturan dari pihak atas yang harus dilakukan  

Makna leksikal mengenai perintah tersebut menunjukkan adanya unsur 

“pihak atas” atau unsur “keharusan melakukan sesuatu oleh seseorang atas 

kehendak orang lain”. Kalau berbagai unsur lain, misalnya jaminan sosial, upah, 

syarat-syarat kerja dan lain-lain merupakan unsur yang dapat ditawar-tawar, maka 

unsur adanya perintah ini merupakan unsur yang tidak dapat ditawar-tawar. Tidak 

ada hubungan kerja apabila unsur perintah tidak melekat pada hubungan hukum. 

Sesungguhnya adanya unsur “perintah” di dalam suatu hubungan kerja ini pernah 

digoyah oleh Profesor M. Laica Marzuki. Beliau menegaskan bahwa pekerja 

selaku subjek hukum penerima kerja (werknemer) adalah tidak berada di bawah 

perintah majikan, tetapi justru berkedudukan hukum yang sama dan sederajat 

dengan kedudukan hukum majikan sebagai layaknya pihak-pihak yang 

mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian timbal-balik.23 

Secara ilmiah pendapat ini dapat diterima, sebab sesungguhnya 

persoalannya tidak terletak pada adanya perintah, melainkan karena adanya 

perjanjian kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Sementara itu menur 

ut Soetikno, meskipun lewat konstruksi hukum yang berbeda, pendapatnya dapat 

dikatakan sejalan dengan Profesor M. Laica Marzuki.  

Soetikno menegaskan bahwa tidak merupakan keharusan bahwa 

kekuasaan untuk member perintah dilaksanakan secara sesungguhnya. Cukup 

bahwa kekuasaan tersebut dilaksanakan menurut hukum. Sebagai wujud ketaatan 

terhadap perintah, di dalam Pasal 1601 i BW ditegaskan bahwa perjanjian kerja 

                                                           
23 M. Laica Marzuki, Kedudukan Hukum Buruh terhadap Majikan , Majalah Universitas 

Hasanudin, Makasar, 2008, Hlm. 95 
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antara suami istri adalah batal. Sumber hukum materiil adanya ketentuan yang 

demikian ini adalah karena di dalam perintah terkandung unsur atasan (yang 

memerintah) dan bawahan (yang diperintah), padahal hubungan suami istri adalah 

hubungan yang landasannya adalah kesetaraan, keseimbangan dan kesamaan. 

 

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa perjanjian 

kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Undang-undang memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian yang dikehendakinya, 

tetapi sesungguhnya prinsip yang dianut adalah prinsip tertulis. Perjanjian kerja 

dalam bentuk lisan dapat ditoleransi karena kondisi masyarakat yang beragam. 

Undang-undang hanya menentukan bahwa segala hal dan/atau segala biaya yang 

diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan 

menjadi tanggung jawab pengusaha. 

Aturan tentang kebebasan bentuk perjanjian itu merupakan aturan umum. 

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa 

perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini memberikan kemungkinan 

bahwa untuk perjanjian kerja tertentu dapat disyaratkan bentuk tertulis. Perjanjian 

kerja yang dipersyaratkan dalam bentuk tertulis di antaranya adalah: 

a. Perjanjian kerja waktu tertentu (Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003); 

b. Antar kerja antar daerah; 

c. Antar kerja antar negara;24 

                                                           
24 Lalu Husni, Op Cit, Hlm 57-59  
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d. Perjanjian kerja laut. 

Diwajibkannya bentuk tertulis untuk perjanjian kerja tertentu tersebut 

bertujuan utama memberikan perlindungan kepada pekerja, misalnya adalah yang 

ditegaskan di dalam Pasal 399 ayat (1) WvK, yaitu “De arbeidsovereenkomst 

tusschen den reeder en een arbeider, die als kapitein of scheepsofficier zal 

optreden moet op straffe van nietigheid, schriftelijk worden aangegaan” 

(Perjanjian kerja antara pengusaha dan seorang pekerja, atas ancaman batal, harus 

dibuat secara tertulis). Keharusan bentuk tertulis dengan ancaman kebatalan ini 

merupakan aturan khusus. Di dalam peraturan yang mulai berlaku 17 Januari 1938 

ini ditegaskan bahwa perjanjian kerja dengan buruh harus diadakan dalam bentuk 

tertulis. Sementara itu di dalam Pasal 15 ayat (1) ditegaskan bahwa pelanggaran 

(berarti membuat perjanjian kerja tidak tertulis) atas Pasal 3 ayat (1) dipidana 

dengan pidana kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-

banyaknya lima ratus rupiah. Jika perjanjian kerja dibuat secara tertulis, Pasal 54 

ayat (1) mensyaratkan hal-hal minimal yang harus dicantumkan, yaitu: 

a. Nama, Alamat Perusahaan, dan Jenis Usaha; 

b. Nama, Jenis Kelamin, Umur,dan Alamat Pekerja;  

c. Jabatan atau Jenis Pekerjaan; 

d. Tempat Pekerjaan; 

e. Besarnya Upah dan Cara Pembayarannya; 

f. Syarat-Syarat Kerja yang Menurut Hak dan Kewajiban Pengusaha dan 

Pekerja;  

g. Mulai dan Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja; 

h. Tempat dan Tanggal Perjanjian Kerja Dibuat; dan 
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i. Tanda Tangan Para Pihak dalam Perjanjian Kerja. 

Hal-hal yang ditegaskan di dalam huruf e dan f tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekedar untuk perbandingan, 

KUHPerdata pun tidak mensyaratkan bentuk tertulis untuk perjanjian kerja. Hal 

iniditegaskan di dalam Pasal 1601 d, yaitu: “Apabila perjanjian kerja dibuat 

tertulis, maka biaya akte dan biaya lain-lain, ditanggung oleh pengusaha.”25 

 
B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Pengertian tenaga kerja menurut Undang - undang No. 13 Tahun 2003 

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Dalam Undang - 

undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengunaan istilah pekerja selalu 

diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang - undang ini 

mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang - 

undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan 

pengertian.“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur – unsur yang 

melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut : 

b) Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja 

tetapi harus bekerja) 
                                                           

25 Abdul R. Budiono, Op Cit., Hlm 34-36  
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c) Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan 

tersebut.26 

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.27 Sedangkan menurut DR 

Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang 

sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti 

bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja 

dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.28 Jadi yang 

dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah 

melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi 

persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang - undang 

yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari - 

hari. 

2.Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja 

Setiap tenaga kerja atau buruh mempnyai hak untuk memperoleh 

perlindungan. Menurut Undang - undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1, 

menyebutkan bahwa: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas :  

a) keselamatan dan kesehatan kerja;  

b) moral dan kesusilaan; dan  

                                                           
26  Agus Midah,2010,Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian 

Teori,Bogor : Ghalia Indonesia,hal. 7. 
27  Subijanto, 2011, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal  

Pendidikan Dan Kebudayaan. ( vol 17 no 6). hal. 08. 
28 Sendjun H Manululang, 1998, Pokok - Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. 

Jakarta : PT Rineka Citra, hal. 3. 
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c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai - nilai 

agama.Menurut Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak di sini adalah 

sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan 

atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu prestasi baik 

berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena 

kedudukan atau statusnya.29 

Mengenai hak - hak bagi pekerja adalah sebagai berikut :  

1) Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 sampai 

dengan 97 Undang - undang No. 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No. 8 

Tahu 1981 tentang Perlindungan Upah) 

2) Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 

Undang - undang No. 13 Tahun 2003) 

3) Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya 

(Pasal 5 Undang - undang No. 13 Tahun 2003) 

4) Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah 

keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9 - 30 Undang - undang No. 13 Tahun 

2003) 

5) Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan 

yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang - 

undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek) 

6) Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 

Undang - undang No. 13 Tahun 2003) 

                                                           
29 Darwin Prinst. 2000. Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia. Bandung : PT. Citra. Hal. 
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7) Hak atas istirahat tahunan, tiap - tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 

(dua belas) bulan berturut - turut pada satu majikan atau beberapa majikan 

dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang - undang No. 13 Tahun 2003)  

8) Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88 - 98 Undang - undang 

No. 13 Tahun 2003). 

9) Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan 

kerja ia sudah mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak 

atas istirahat tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungna kerja 

diputuskan oleh majikan tanpa alasan - alasan mendesak yang diberikan oleh 

buruh, atau oleh buruh karena alasan - alasan mendesak yang diberikan oleh 

majikan (Pasal 150 - 172 Undang - undang No. 13 Tahun 2003) 

10) Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui bipartit, mediasi, kosiliasi, arbitrase dan penyelesaian 

melalui pengadilan (Pasal 6 -115 Undang - undang No. 2 Tahun 2004) 

Dari sudut tenaga kerja, mempunyai  kewajiban dalam pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan adalah : 

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas 

atau ahli keselamatan kerja. 

b. Memakai alat keselamatan kerja.  

c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan di tempat kerja. 

Hak - hak tenaga kerja adalah : 

1) Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar 

dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan 

di tempat kerja yang bersangkutan. 
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2) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan 

kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi 

persyaratan, kesuali dalam batas - batas yang masih dapat di pertanggung 

jawabkan.30 

C. Tinjauan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja  

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja  

Dalam kehidupan sehari-hari pemutusan hubungan kerja antara buruh 

dengan majikan (pengusaha) lazimnya dikenal dengan istilah PHK dapat terjadi 

karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati atau diperjanjikan 

sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara buruh dan 

majikan (pengusaha), meninggalnya buruh atau karena sebab lainnya. Adapun 

yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja menurut F.X. Djumialdji, 

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.31 

Sementara Much Nurachmad mengartikan bahwa pemutusan hubungan 

kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.32 

Menurut D. Danny H. Simanjuntak pemutusan hubungan kerja adalah 

pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha atau pengusaha dengan karyawan 

pekerja, yang disebabkan oleh sejumlah faktor penting.33 

                                                           
30 Lalu Husni, 2005,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

hal. 133 -136 
31 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja,Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2005,Hlm. 45   
32 Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana 

Pensiun,Jakarta:Visimedia, Cet.ke-1, 2009, Hlm 63  
33  D. Danny H. Simanjuntak, PHK dan Pesangon Karyawan,Yogyakarta:Pustaka 

Yustisia, Cet.ke-1, 2007, Hlm. 18 
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Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 25 menjelaskan bahwa 

pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal 

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau 

pekerja dan pengusaha.34 

Menurut Pasal 1 angka 25 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa  pemutusan 

hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut dengan PHK) adalah pengakhiran 

hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak 

dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Prof. Imam Soepomo 

mengatakan bahwa PHK bagi pekerja/buruh merupakan permulaan dari segala 

pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaa, permulaan dari 

berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan 

keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak 

dan sebagainya.35 

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan 

terjadinya, khususnya dari kalangan pekerja/buruh karena dengan PHK 

pekerja/buruh yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian untuk 

menghidupi diri dan keluarganya, karena itu semua pihak yang terlibat dalam 

hubungan industrial (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan 

pemerintah), dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK.  

Jika pengusaha akan melakukan PHK, maka terlebih dahulu harus 

merundingkannya dengan pekerja/buruh atau dengan serikat pekerja/buruh yang 

bersangkutan jika menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Dalam hal perundingan 

benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan 
                                                           

34 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 25 
35 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Cet. V, 

(Jakarta:Djambatan,1983), hlm. 115-116.  
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PHK dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHK tanpa penetapan dari lembaga 

yang berwenang batal demi hukum, kecuali alasan-alasan sebagaimana diatur 

dalam pasal 154 UU Ketenagakerjaan.36 Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar 

istilah pemutusan hubungan kerja atau sering disingkat dengan kata PHK. PHK 

sering menimbulkan keresahan, khususnya bagipara pekerja. Keputusan PHK ini 

akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja 

yang mengalaminya.37 

2. Aturan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja  

Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang 

kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan 

kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta 

meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka 

permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena 

menyangkut kehidupan manusia.  

Pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja merupakan awal 

kesengsaraan karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa tenaga kerja itu 

sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Namun dalam 

praktik, pemutusan hubungan kerja masih terjadi dimana-mana. Pemerintah dalam 

hal ini telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemutusan 

hubungan kerja dimana pengaturan pelaksanaannya selalu disempurnakan secara 

terus-menerus. Maksud peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemutusan 

hubungan kerja selain untuk melindungi tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, 

                                                           
36 Lalu Husni, Op.Cit., hlm. 177-179.  
37 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 299. 
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juga memberikan perhatian kepada pengusaha atas kesulitannya menghadapi 

perkembangan ekonomi yang tak menentu.38 

Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tertuang dalam 

berbagai Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

a) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

NOMOR:Kep.48/Men/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan 

Pengesahan Peraturan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama. 

b) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

NOMOR:Kep.49/Men/IV/2004 Tentang Struktur dan Skala Upah. 

c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

NOMOR:Kep.101/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. 

d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

NOMOR:Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. 

e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

NOMOR:Kep.51/Men/IV/2004 Tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan 

Tertentu. 

f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.19 Tahun 2012 

Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada 

Perusahaan Lain. 

                                                           
38 F.X Djumialdji, Op.Cit, Hlm. 44-45 
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g) MENAKERTRANS No.SE-13/Men/SJ-HK/I/2005 yang mempertegas 

putusanMahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa pengusaha tidak dapat 

se-enaknya mem-PHK pekerja/buruh yang sedang ditahan karena diduga 

melakukan kesalahan berat.39 

Undang-undang Ketenagakerjaan 2003 mengatur tata cara pelaksanaan 

pemutusan hubungan kerja sehingga ada acuan yang dapat digunakan oleh pekerja 

untuk mencermati keputusan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh 

pihak pengusaha atau perusahaan. Undang-undang Ketenagakerjaan 2003 

mewajibkan kepada pihak pengusaha atau perusahaan untuk terlebih dahulu 

mengajukan permohonan izin untuk melakukan pemutusan hubungan kerja 

kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI).40 

Pasal 150 Undang-undang Ketenagakerjaan 2003 menyebutkan “ketentuan 

mengenai pemutusan hubungan kerja dalam Undang-undang ini meliputi 

pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau 

tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain”. Melihat isi Pasal tersebut, badan usaha yang 

mempekerjakan tenaga kerja dan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, 

harus mengikuti ketentuan PHK dalam Udang-undang Ketenagakerjaan 2003.41 

Pemutusan hubungan kerja diamanatkan oleh Undang-undang No.13 

Tahun 2003 merupakan hal yang sebisa mungkin tidak dilakukan oleh pihak 

                                                           
39 Rocky Marbun,Jangan Mau di-PHK Begitu Saja,  Jakarta:Visimedia, Cet.ke-1,2010, 

Hm.89 
40 Ibid,Hlm. 82 
41 Ibid, Hlm. 76 
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perusahaan. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 151 yang menyebutkan, 

“pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus 

mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.”42 

Ditegaskan dalam Pasal 152 Undang-undang Ketenagakerjaan 2003 bahwa 

permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja tersebut harus diajukan secara 

tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disertai 

alasan yang menjadi dasarnya. Dengan demikian, pekerja yang akan di-PHK-kan 

mengetahui alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh pengusaha atau perusahaan. 

Pasal 154 menyebutkan bahwa, penetapan atas pemohonan izin pemutusan 

hubungan kerja hanya akan dikeluarkan jika dalam perundingan antara pengusaha 

dan pekerja mengalami kegagalan. Namun, penetapan izin tersebut tidak 

diperlukan jika kondisinya sebagai berikut: 

a) Pekerja masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan 

secara tertulis sebelumnya. 

b) Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas 

kemauan sendiri tanpa ada indikasi pemaksaan atau intimidasi dari 

pengusaha. 

c) Pekerja mencapai usia pensiun, 

d) Pekerja meninggal dunia.43 

Menurut sejumlah Pasal yang tertuang dalam Undang-undang No.13 

Tahun 2003, pengusaha dapat melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan 

ketentuan:  

 

                                                           
42  Undang - Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, Pasal 151 
43 Rocky Marbun,Op.Cit,Hlm. 82-83 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



  

36 
 

a) Jika pekerja telah melakukan kesalahan berat (Pasal158)  

b) Jika pekerja melanggar ketentuan perjanjian kerja bersama (Pasal 161) 

c) Jika pekerja terjerat tindak pidana atau ditahan oleh pihak berwajib (Pasal 

160) 

d) Jika perusahaan beralih status kepemilikan (Pasal 163) 

e) Jika perusahaan tutup akibat merugi secara terus-menerus selama 2 tahun 

(Pasal164)  

f) Jika perusahaan harus melakukan efisiensi (Pasal 156) 

g) Jika perusahaan mengalami pailit (Pasal 165)  

h) Jika pekerja meninggal dunia (Pasal 166) 

i) Jika pekerja memasuki usia pensiun (Pasal 167) 

j) Jika pekerja mangkir selama 5 hari kerja tanpa pemberitahuan (Pasal 168) 

Lebih lanjut, 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jugamenggariskan sejumlah alasan 

yang tidak memperbolehkan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan 

kerja, tepatnya dalam Pasal 153. 44  Disana disebutkan bahwa, 

pengusaha/perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja apabila: 

a) Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan Dokter 

selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus, 

b) Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban 

terhadap negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, 

c) Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan Agamanya,  

d) Pekerja menikah, 

                                                           
44 D. Danny Simanjuntak,Op.Cit, Hlm. 30-32 
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e) Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui 

bayinya,  

f) Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja 

lainnya dalam satu perusahaan, 

g) Pekerja mendirikan, menjadi anggota, dan atau pengurus serikat buruh atau 

pekerja, 

h) Pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan 

pengusaha yang melakukan tindak pidana, 

i) Karena perbedaan paham, Agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, 

jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawainan, 

j) Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja. Jika seluruh 

ketentuan atau alasan di atas dilanggar oleh pihak perusahaan atau pengusaha, 

maka tindakan tersebut dianggap batal demi hukum. Dengan demikian 

perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan/pekerja yang 

bersangkutan.  

Dari uraian di atas jelas bahwa setiap permohonan izin pemutusan 

hubungan kerja yang diajukan tanpa alasan-alasan akan ditolak oleh P4, dan 

pemutusan hubungan kerja yang terjadi tanpa didasarkan pada alasan-alasan 

tertentu adalah batal demi hukum. Pelu ditambahkan bahwa pemutusan hubungan 

kerja juga dapat dikatakan tidak layak.45 

b. Jika antara lain tidak menyebutkan alasannya,  

c. Jika alasannya dicari-cari atau alasan palsu,  

                                                           
45 Zaeni asyhadie, “Pemutusan Hubungan Kerja(PHK), dalam Zainal Asikin (ed.), Dasar-

dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-5, 2004, Hlm. 195  
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d. Jika akibat pemberhentian itu bagi buruh/pekerja lebih berat daripada 

keuntungan pemberhentian bagi majikan atau pengusaha 

e. Jika buruh/pekerja diberhentikan bertentangan dengan ketentuan Undang-

undang atau kebiasaan mengenai susunan staf atau aturan ranglijst (seniority 

rules), dan tidak ada alasan-alasan penting untuk tidak memenuhi ketentuan-

ketentuan itu.  

 
3. Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja 

Terjadinya pemutusan hubungan kerja merupakan awal masa yang sulit 

bagi buruh dan keluarganya. Oleh karena itu untuk membantu atau setidak-

tidaknya mengurangi beban buruh yang di-PHK, Undang-undang mengharuskan 

pengusaha untuk memberikan uang pesangon, uang jasa/uang penghargaan masa 

kerja dan uang ganti rugi/uang penggantian hak. 46 Pesangon adalah uang 

kompensasi yang harus dibayar oleh  perusahaan/pengusaha bila terjadi 

pemutusan hubunga n kerja terhadap pekerjanya. 

Mekanisme pemberian pesangon sendiri diatur dalam sejumlah peraturan 

dan kebijakan pemerintah. Seperti Undang-undang No.13 Tahun 2003 serta 

keputusan Menteri Tenaga Kerja RI, No.Kep-150/Men/2000.47 Undang-undang 

Ketenagakerjaan 2003 Pasal 156 mengatur ketentuan dari kompensasi uang 

pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Perhitungan uang 

pesangonsebagai berikut:48 

a) Masa kerja kurang dari 1 tahun, satu bulan upah.  

b) Masa kerja 1 tahun/lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.  
                                                           

46 Ibid, 
47 D. Danny Simanjuntak, Op.Cit, Hlm. 55 
 
48 Rocky Marbun, Op.Cit,Hlm. 128-129 
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c) Masa kerja 2 tahun/lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah.  

d) Masa kerja 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah.  

e) Masa kerja 4 tahun/lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah.  

f) Masa kerja 5 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah.  

g) Masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.  

h) Masa kerja 7 tahun/lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.  

i) Masa kerja 8 tahun/lebih, 9 bulan upah. Nilai penghargaan masa kerja yang 

diterima pekerjajika di-PHK sebagai berikut:49 

a. 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah.  

b. 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah.  

c. 9 tahun/lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah.  

d. 12 tahun /lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah.  

e. 15 tahun/lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah.  

f. 18 tahun/lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah.  

g. 21 tahun/lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah.  

h. 24 tahun/lebih, 10 bulan upah. Sementara itu, uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima adalah sebagai berikut:50 

1) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, 

2) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke 

tempat pekerja/buruh diterima bekerja. 

3) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% 

dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja, tetapi 

diberikan kepada pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya 
                                                           

49 Much Nurachmad,Op.Cit, Hlm 66 
50 Rocky Marbun, Op.Cit, Hlm 129-130 
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karena kesalahan berat atau mengundurkan diri dihitung berdasarkan 

masa kerja (Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 18 

KEP-04/29/2004). 

4) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, misalnya uang pisah. 

Adapun komponen upah digunakan sebagai dasar perhitungan uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak 

terdiri atas dua komponen, yaitu:51 

a) Upah pokok,  

b) Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap.  

 

 

                                                           
51 F.X Djumialdji,Op.Cit, Hlm. 58 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan juli 2020 setelah 

dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline. 

 

2. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan 

Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera 

Utara 20236. 

 

B. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan 

Keterangan Agustus 
2019 

Desember  
2019 

Juli 
2020 

 

Agustus 
2020 

 

 

September   
2020 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. Pengajuan 
Judul 

                                        
  

2. Seminar 
Proposal 

                                        
  

3. Penelitian                                           

4. 

Penulisan 
dan 
Bimbingan 
Skripsi 

                                        

  

5. Seminar 
Hasil 

                    
 

6. Sidang Meja 
Hijau 
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Adapun jenis  penelitian  adalah  yuridis  Normatif yaitu metode penelitian 

yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 

sepertiperaturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan 

dapat juga berupa pendapat para sarjana.52 Selain itu saya juga mengambil dari 

beberapa data lainnya yakni : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung 

dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Mengenai 

penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja secara sepihak ditempat 

penelitian.  

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber data yang mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data on line, hasil-hasil penelitian berupa 

laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Bahan Hukum tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data 

sekunder yang didapat dari kamus hukum.  

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  skripsi  ini  

adalah deskriptif  analisis dari  studi  Putusan. Penelitian pada Putusan Nomor 

152/Pdt. Sus - Phi/2018/ PN.Mdn.  dan wawancara Studi  kasus yang 

berhubungan dengan putusan nomor 152/Pdt. Sus - Phi/2018/ PN.Mdn yaitu 

nomor 152/Pdt. Sus - Phi/2018/ PN.Mdn di pengadilan negeri medan yang  

mengarah  pada  pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 

                                                           
52M. Iqbal Hasan, pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya , Jakarta : 

penerbit GHlmia Indonesia, 2002. Hlm 58 
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Sifat  penelitian  yang saya ambil adalah secara  deskriptif  analisis  yang 

mana saya akan memberikan data  yang seteliti mungkin untuk dilakukannya 

Penelitian pada Putusan Nomor 152/Pdt. Sus - Phi/2018/ PN.Mdn serta 

mengambil  beberapa  datawawancara di pengadilan negeri medan dan 

menganalisis  putusan  tersebut yang  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada skripsi ini penulis menggunakan alat pengumpul data, yakni: 

a. Library Research  (Penelitian Kepustakaan)  yaitu penelitian yang 

dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-

buku, Website yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam 

proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan 

data sekunder. 

b. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian 

langsung kelapangan. Dalam  hal ini peneliti langsung melakukan 

penelitian ke pengadilan negeri medan dengan melakukan wawancara 

sesuai putusan Nomor 152/Pdt. Sus - Phi/2018/ PN.Mdn.  

 

4. Analisa Data 

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan 

Data Sekunder. Data sekunder bersumber dari mengambil data dari berbagai 

buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah 

maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai 
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dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan negeri medan dalam putusan 

Nomor 152/Pdt. Sus - Phi/2018/ PN.Mdn. Dari hasil penelitian  tersebut dapat 

diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “pemutusan hubungan kerja 

secara sepihak” 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan 

1. Hak Pekerja/buruh Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan 

oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan dari dalam kandungan 

sekalipun. Hak-hak pekerja/buruh selalu melekat pada setiap orang yang 

bekerja dengan menerima gaji. Karena pekerjaannya. Semua hak dan 

kewajiban pekerja tercantum jelas Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai 

kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603 a, 1603 b, dan 1603 c. 

2. Penyelesaian perkara dalam pemutusan hubungan kerja berdasarkan 

pengadilan hubungan industrial Dilakukan dengan menggunakan cara yang 

pertama diluar pengadilan (nonlitigasi) dan yang kedua melalui PHI (litigasi). 

Di luar pengadilan (nonlitigasi) diantaranya: Perundingan secara bipartit, 

perundingan secara tripartite. Dan proses penyelesaian dibatasi dengan waktu 

50 (lima puluh) hari kerja jika lebih maka dianggap putus atau selesai. 

 

b. Saran 

1. Sebaiknya pemerintah seharusnya lebih aktif lagi dalam 

memberikan perlindungan terhadap hak dan kewjiban pekerja dengan 

melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan dari perusahaan baik itu 

perusahaan penerima pekerjaan ataupun pemberi pekerjaan. Dan di 

beritahukan dulu sejelas jelas nya tentang hak hak nya dak kewajiban sebelum 

melakukan perjanjian kerja supaya pekerja dan perusahaan mengetahui 

batasan hak dan kewajibannya masing - masing. 
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2. Sebaiknya pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (PHK) 

dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang karena pengaruhnya cukup 

besar bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri.Dan apabila PHK tidak dapat 

dihindarkan lagi oleh pengusaha/perusahaan hendaknya pengusaha/perusahaan 

memberikan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja sebagaimana yang diatur 

dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 

156. 
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